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oo Hukum' Lingkengan  Internasioral {modern}
i-baru beskembang setelah perang dunia B, khusus-
nys setelah. Konferensi - Stockholm . tahup. 1972,
- Perkembangan ilmu pengetabuan dan tehnologi
~telah merubah pandangan masyarakat Internasio-
“nal dalain melihat lingkungan. Timbul kesadaran
Cantik melestarikan lingkungan Deklarasi Stockholm,
“yang mengandung banyak asas kebijaksansan ten-
wiang lingkungan, dapat dipakai sebagai acuan dan
‘sangat bermanfant terhadap pengembangan hukum
»dipghkungan nasional dap internasional, - o

‘Awal Perkembangas Hukum Lingkungan 7
' ‘S_é:g:'ara siqgkag_dapat dikemukakan disini bahwa hukum lingkungan in-
‘ternasional (yang moderen) sebenarnya baru berkembang setelah perang dunia
IT dan secara khusus, yang dapat dipakai sebagai patokan, setelah konferensi
Stockholm tahun 1972. Dikatakan "moderen” oleh karena baru pada ketika
itu.disadari oleh masyarakat internasional bahwa hanya terdapat satu dunia
saja,:-seperti thema yang ditetapkan di dalam konferensi ketika itu dengan
Judul ONE'WORLD ONLY. Dunia dengan demikian dilihat sebagai satu sis-
tem yang utuh. Walaupun dengan ukuran wilayah vang menjadi persyaratan
adanya suatu negara sehingga dunia ini terbagi-bagi, namun dengan kesadaran
lingkungan yang ditumbuhkan di dalam konferensi Stockholm tersebut, di-
simpulkan bahwa sudah saatnya untuk tidak lagi melihat dunia ini secara ter-
pisah (secara sektoral) menurut wilayah masing-masing negara, akan tetapi
sudah harus dilihat sebagai suatu kesatnan yang utuh yang perlu dikembang- -
kan dan dijaga kelestariannya untuk memungkinkan terpiliharanya unsur- -
unsur. kehidupan yang:beraneka ragam yang terdapat didalamnya. " :
-Murigkin ada baiknya untuk menyimpang sepintas-lala ungkapan dari
salah seorang penulis terkenal, Junstice William O. Douglas, yang dimuat
di dalam The New York Times, 1 Juli 1973. Ungkapan ini dikeluarkan setahun

* Pidato ilmiak, diucapkan dalam rangka Des Natalis UKIP XXVIH dan Wisuda Sarjana I}f pada tang-
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.‘_s__g_t'_e_lahj;—kohferensi-Stockhoim {a antara lain mengatakan: Sebagaf beriki

I have seen most of the world and have b€€ﬂ m Jts hjgbest- _
: mountams I Ha"' Wi _ked tbe VaHeys ofaH the contmentsandseen_tbexr:

best Bt when a full’ accountmg is made theré i IS no contment on earth
Gualiin’ natura] wonders ‘and’ glcmes to ‘what we 'h ve'h
= We miist learn to love'it and ensh i Wemust put our armis arou;
“it-and ‘protect it"as.we would a fragile but premous cIuI i
- can destroy it. But it can also save it, Only we the | peo e, not
dogy, “have "values” ‘Love/ respect, admzrat;on ’tq erness these m':
e our-attituade toward h’ns b;osphere Jf it 13 not}o me ? fec
'Iog:cal Armaggedon e Y P

J1kalau hanya ada satu’ duma sa}a maka memang txdak ada }alan lain
untak mempertahankan kelestanaannya kecuali bertmgkah iaku sepem '
yang diungkapkan olety W;Jham O. Dougias tadi.’ Akan tetapl kalan han i
ungkapan seperti "love™; ”respect" ' adm1ratlon” dan ”tenderness" itu sa}a
yang d]tekankan tanpa diikuti oleh ; pengamran hukum denaan sanks1—sa
yang jelas, sama sekali belum ada gambaran apa lagi’j Jaminan bahwa manu 5ia
akan memelihara dunia sebagai hngkungan yang memberi kehldupan kena a<
nva dengan sebaxk ba}knya sepem yang dzalam; Gleh masyarakat mtemas:ona] _
selama o, e
Kaiau diambit tahun Konferen51 Stockholm 1972 sebagax patokan untuk;
mehhat perkembangan hukom' lmgkungan pada umumnya, ‘maka sebelum'
tahun 1972 sebenarnya telah banyak Juga ketentuan baik yang berada pada
tmgkat nasional maupun mternasmnal yang dstetapkan untuk mehndun
hngkungan (hldup) ni, Akan tetapi ketentuan ketentuan tersebut pada‘
nakekatnya hanya mengatur tentang penggunaan dari pada lmgkungan ztu
tanpa melihat arti dari lingkungan vahg sebenarnya sehingga dapat mem-
pertzmbangkan kemun&,kman dampak yang akan ditimbulkan karena peng-.
gunaan yang kurang bertanggung Jawab ‘Dan oieh karena ketentuan tersebul
teratama’ hanya berdrientasi kepada pen,ggunaan dari pada hngkungan itu
sendiri (tanpa memperhitungkan dampaknya) maka sering ketentuan tersebut
disebut juga sebaga; hukum l;ngkungan yang bersxfat %{Iasﬂc atau USED
ORIENTED LAW. " : SR
Lingkunpgan vang dmmpulkan dx dalam konferenm Stockholm 1aiah
lingkungan fisik berupa planet bumi di mana kita hidup. Dengan perkembang-
an ilmu pengetahuan dan teknologi maka pandangan masyarakat internasional
mengeﬁm hngkungau te}ah d;periuas sampai keruang udara (atmo i

o8 s

untuk menjamin kelestanannya demi kesejahteraan umar manusia. Ma ahan
didalam kurun waktu yang relatif singkat setelah perang dunia‘il, perkem— :
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperlugs: pandangan
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sampa: kepada ruang angkasa oleh karena-di dalam ruang 1tupun sudah ada

kegiatan manusia.
eluncuran Sputmk L dan Um Sovaer. pada tahun 1957 dilihat sebagai_
laan rhanan masyarakat mternasxonal terhadap angkasa luar di dalam
pui suatu pandangan yang iuas dan baru tentang lingkungan. Ke-
berhasilan pe]uncuran Sputmk ity, yang kemud:an disusul dengan usaha usaha
da i merlka Sernkat selanjumya, membuka lebih, banyak perhatian masyara-
ernasional yang dltujukan kepada keg;atan kegiatan di ruang angkasa

ih terarah,
‘Ma arakat mternasxonal dengan demzk;an mulai yakin bahwa pada
tika akan ada penerbanf,an antar planet dan ruang angkasa, dengan
demikian akan menjadi rebutan dari bangsa bangsa yang telah maju ilmu
pengetahuan dan teknologinya. Satu satunya konvensi yang mengatur tentang
kegiatan penerbangan pada ketika itu hanyalah Konvensi Chicago tahun 1944
yana elas tidak dapat lagi menampung perkembancran yang terjadi yakni
masa h_peluncuran sputnik sepertf kejadian di tahun 1957 itu, Kejadian ini
telah mendorong rnasyarakat internasional untuk mengantisipasi tentang ke-
ngkinan ruang angkasa pada satu kenka akan menjadi rebutan dan tidak
musiahtl akan dlpakax juga untuk kepennngan militer, antara laxn sebagai
tempat percobaan senjata nuclear. negara negara besar. .
Mempemmbangkan kemnngkman kemungkman Irulah maka dilthar dari

segi kepentingan perlindungan lingkungan (hidup) yang telah diperluas hingga
ke angkasa luar, oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa melalui se-
buah resoium membentuk sebuah komlte sementara yang disebut “Ad Hoc
Comm:tte on the Peaceful Uses of Ouier Space” dengan tugas menyelidiki
masalah—maaaiah dibidang hukum vang timbui di dalam usaha penyelidikan
ruang angkasa Pada akhn‘ iugasnya komisi itu dapat menghimpun 6 pokok
masalah yang ps-rh. segera diatur lebih lanjut melalui per temuan pertemuan
mtcrnas:onal ‘V{asalah d;maksud :a!ah

1._"Da]am kaitan dengan masalah penggunaan secara dama1 maka ruang ang-
~kasa dapat saja dlgnnakan secara bebas untuk kegiatan eksplorasi sesuai
' _dengan ketentuan hukum mternas;onal yang sekarang maupun yang akan
L datang ' : .

2. Masalah tanggung Jawab karena kecelakaan atau kerugian yang ditimbul-
kan oleh pesawat. ruang angkasa. :

3. “Masalah aiokam gelombang racho untuk kepentmgan pesawat ruang
~angkasa.” =

4, 'Menghmdan adanya mterverens; antara pesawat ruang angkasa dan
pesawat udara.

5. Idenuflkas; dan pendaftaran pesawat ruang angkasa dan koordmasr
;-peluncurannya : . .
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6. :Masalah yang berkaitan dengan masuknya kembali pesawat ruang angk Sia
ke bum1 meiahu atmosfzr serta pendaratannya (iandmg)

_eenam masalah 1tu harus dxpeeahkan melaim berbagau pertemuan
nasional untukmenghasilkan’ suatu perjam;an internasional sebagm pegangan
bagi masyarakat internasional.- Melalui berbagai resolisi akhjrnya dicapal juga
“‘beberapa perjanjian yang penting artmya Juga d:hhat dan seg1 perkerﬂban n
hukum hngkungan mtemasmnai e

space and under water” Ia}mn 1963 (T BNWT) Negara—negara besar sepe __'1
Amerika:Serikat, Uni Soviet, Inggries Rayadan Irlandia’ Utara, merupakan
peserta teras-dari-perjanjian‘tersebut. Di dalam pembiukaannya mereka ber-
janji untuk dalamwakiu yangi$esingkat-singkatnya menye'pakati"unmk mes
ngurangi ‘persenjataan sertasmengurargi produksi:dan: pereobaan semua
Jenis senjata, termasulk senjata nukiir? Pasal i dar1 perjanjlan tcrsebut secara
tega mengatakan a; 1 sebagax benkut ' o :

Artlcle I

"y Bachof the Pames to thls Treary undertakes to pmh:bn to preven s
and not {0 cary out any nuclear weapons test eXpIoswn or other

nuclear: e;;plosxon ‘at any p!ace ‘under’its jurisdiction”or contro]

: 3-*'ﬁ(a) in'the atmosphere ‘beyond its limits, mcludmg outer space
o under ‘water, mc]udmg territorial*waters or hzgh ‘seas :or

E(b) m any other envzronment Jf sueh ex ;Iosmn causes...;.{ (dsr

*"Each of the Part:es to tfus Trea ty undertakes furthermore to refrain’
* frém’ causing, encouragm or in any way part:ejpatjng in; the
" carrying@out 'of any ‘nuclear weapon test exp]osmn or any other

“ipuclear ewp]os;on anywbere ‘which would take p!ace m any of the
: f'-Eenwronment descrzbed ‘or have tbe effect referred to, in paragraph )

unakannya 1ang. udara dan seieb:hnya sampm

laut lepas, atau suatu lingkungan’ yang lain, sebagai tempé.t percabaan senjau,aj
auclear, oleh karena akan merusak lingkungan dan menimbulkan malapetaka

bagi wmat manusia: Pengertianlingkungan dengai dernikianitelah dxperluas_
tidak-saja di atmosfir yang menghasilkan’ }mgkungan (maﬂg) udara atau THE

AIRSPACE ENVIRONMENT; akan'tétapi‘sampai‘ke ruang angkasa yang""_
menghasilkan lingkungan: (ruang)  angkasaatayw: THE: QOUTER SPACE"
ENVIRONMENT: (in: the :atmosphere,: beyond ' its  limits, inc¢iuding’ outer-
space), juga.dibawah air termasuk-lant teritorial dan di laut lepas'yans meng="

hasilkan. lingkungan: maritim aten - THEEMARING ENVIRONMENT. -

ke ruang angk sa, atau d1bawah air sekahpun termasuk Iaut‘tentonal atay..-:
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‘environment). ., - O T oot
‘Hasil yang dicapai dalam bentuk perjanjian seperti tersebut di atas masih .
" berada -di. . dalam periode. sebelum tahon 1972, {sebelum  Konferensj
m), yang dipakai sebagai patokan mulai tumbuhnya hukum lingkung-.
isional) yang moderen, Dari rumusan pasal perjanjian tersebut dapat -
dilihat bah /a sebenarnya pandangan tentang lingkungan sebelum tahun 1972
itu'sudah nampak adanya unsur moderen di.dalamnya, Sebab ketentuan yang
mengaturtentang pelestarian lingkungan ketika perjanjian itu diadakan sudah
mampu terlebih dahulu melihat Jingkungan itu tidak ‘seperti yang menjadi
thema sentral konferensi Stockholm tahun:1972. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak selamanya ketentuan-ketentuan hukum baik nasional mauvpun interna-
sional:yang dikeluarkan sebelum’ tahun 1972 itu-semuanya bersifat klasik,
artinya berorientasi kepada penggunaan lingkungan semata, tanpa memper-
h@;@pgaﬁkgn@ampﬁknya terhadap .bagian lain dari lingkungan. Walaupun
.magih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, namun ketentuan dalam
bentuk Treaty yang terbentuk sebelum konferensi Stockholm itu telah dapat
menghasilkan rumusan-rumusan huium lingkungan yang jelas dan melihat
lingkungan secara fleksibel lebih dari pada pengertian lingkungan fisik yang

k dibenarkan dilakukan di dalam lingkungan yang lain (in any othér

dapat dipetik thema konferensi Stockholm ketika itu.

_ K'Mempsel_ajgr:i konsep yang diajukan oleh Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space, tentang masalah kerjasama internasional untuk maksud-mak-
sud damai (“International cooperation on the Peaceful Uses of Outer Space"”)
maka ada dua prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh negara-nesara
dalam mengadakan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Pertama, ialah
bahwa hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa Bangsa,
berlaku.di ruang angkasa dan terhadap benda angkasa lainnya. Kedua, bahwa
negara-negara dapai secara bebas menggunakan dan mengadakan eksplorasi
ruang angkasa dan.benda-benda angkasa lainnya, tatapi di dalam melakukan
kegiatan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional, dan ruang angkasa
serta benda-benda langit lainnva ridak dapat dijadikan obyek pemilikan
suatu negara tertentu. Dilihat dari kepentingan pengembangan hukum
lingkungan (internasional) maka ada suatu keuntungan yang diperoleh dari
padanya yakni bahwa di dalam lingkungan (ruang angkasa) yang baru menjadi

pifsat perhatian masyarakat internasional, sudah ada ketentuan hukum (inter-.

nasional) yang berlaku, -

.. ~Memang masalah penting dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan
(vang teiah dip_quu__as_hingga;.ruang:angkasa) vang terus diperbincangkan ketika
perhatian masyarakat internasional mulai diarahkan ke lingkungan ruang ang-
kasa ialah masalah larangan:menempatkan sen jata-senjata yang mempunyai
daya rusak masal di orbit; di stasiun-dan-di. benda-benda ‘angkasa lasinnya’
seperti yang tertuang di dalam TBNWT 1963 tersebut di atas. Disamping itu;-
maka perkembangan lain vane cukup menarik ialah cabiuahrecmhic oo o di -
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<6. - Masalah yang berkaitan dengan masuknya kembah pesawat ruang angkasa
ke bnml melaim atmosﬁr serta pendaratannya (landmg)

, Keenam: masa}ah itu harus d:peeahkan meiajm berbagm pertemuan infer-
nasional untuk:menghasilkan suatu perjanjian internasional sebagai pegangar
bagi ‘masyarakat internasional, Melalui berbagal resohisi akhimya dicapai j Juga
‘beberapa perjanjian yang-penting: arimya Juga dihhat dan sega perkembaﬁg
hukum lingkungan internasional. e ’
.41 Salah “satu 'perjanjian-yang- cukup menarik untuk dlkaji ialah ™
chnamakan /"Freaty:banning nuclear weapons: test in atimosphére, in:ou r
space! and: under. water” tahun 1963 (TBNWT). Negara-negara beésar $eps
Amerika.Serikat, Uni Soviet, Inggries Raya'dan Irlandia’ Utara, merupakan
peserta teras-dari perjanjian tersebut: Di dalam'pembukaannya mereka bér-
janii untuk dalamwakiu yang sesingkat-singkatnya menyepakati untuk mé-
ngurangi-persenjataan serta‘mengurangi produksi dai percobaan’ semua
Jenissenjara; termasuk senjata nuklir: Pasai I dan perjanjxan tersebut secara
tegas mengatakan a: 1 sebagai benkut :

Articie I

”I ‘Each of the Parues to tbzs Treaty undertakes to prob1b1t to prevent 5
~ and not to cary out any nuclear weapons test exp!osxon or other
;e r--nuclear exploswn ar auy place under its junsdmnon or contro]

R under ‘Wwater; mc]udmg temtonal Waters or “high' seas ‘
l(b) m any other envzronment 1f Suc]:r expieswn causes...,.' X

ki) "%"'Each of the Pames to thrs Treaty undertakes furthermore to refram
S from” causing, encouragmg, orin any way parnc:patmg in, the
i earrying-out of any nuclear weapon: test exp]os:on or any other
nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the’

Sirenvironment: desenbed or have the effect referred to m paragraph
ot 1 of this Amcle & -

Dan pasal I'ayat 1 perjanjaan tersebut 3elas terlzhat bahwa secara tegas;
dxlarang dan . mencegah:dagunakannya ;uang udara dan seieblhnya sampai.
atau dibawah air sekahpun termasuk ITaut teritorial atau,
faut iepas atau suatu Imgkungan yang lain, sebaga.l tempat percobaan senjataf
nuclear, oleh karena akan merusak lingkungan dan menimbulkan maiapetaka '
bagi umat-manusia: Pengertian lingkungan dengaii démikian‘telah diperluas
tidsk saja di atmosfiryang menghasitkan: lmgkungan {(tuang) udara atau THE
AIRSPACE ENVIRONMENT, ‘akan tetapisampai‘'ke ruang angkasa yang {
menghasilkan - hngkungan (ruang) angkasa ‘ataw” THE OUTER 'SPACE"
ENVIRONMEMNT(in the atmodphere; beyond: its Hmits, including suter
space), juga-dibawah air termasuk dait teritorial dan @i laut lepas yang meng=*
hasilkan, lingkungan maritim. staun ' THE'MARINE: ENVIRONMENT;‘ D
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=5:.jtu'tidalg_:g_:!ii;\t:r_;g;;iv:_z;m dilakukan di dalam lingkungan yang lain (in-any Othef '
‘environment)... ... . . el

Hasil yang dicapai dalam bentuk perianjian seperti tersebut di atas masih
‘berada - di . dalam. periode 'sebelum. tahun . 1972, (sebelum Konferensi
Stockholmy), yang dipakai sebagai patokan mulai tumbuhnya hukum lingkung-
sional) yang moderen. Dari rumusan pasal perjanjian tersebut dapat
llihat bahwa sebenarnya pandangan tentang lingkungan sebelum tahun 1972

itu sudah nampak adanya unsur moderen di dalamnya. Sebab ketentuan yang
- mengaturientang pelestarian lingkungan ketika perjanjianiru diadakan sudah
mampuy terlebih dahulu melihat Jingkungan itu-tidak ‘seperti yang ‘menjadi
1 sentral konferensi Stockholm tahun:1972. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak selamanya ketentuan-ketentuan hukum baik nasional maupun interna-
sional :yang ;ii_ke_luarkan-;seb_elum’ tahun 1972 itu semuanya bersifat klasik,
artinya berorientasi kepada penggunaanlingkungan sémata, tanpa memper-
hitungankan dampaknya terhadap bagian lain dari lingkungan. ‘Walaupun
masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, namun ketentuan dalam
bentuk Treaty yang terbentuk sebelum konferensi Stockholm itu telah dapat
menghasilkan rumusan-rumusan huivm lingkungan vang jelas dan melihat
lingkungan secara fleksibel lebih dari pada pengertian lingkungan fisik vang
dapat dipetik thema konferensi Stockholm ketika i,

e Mé@péiﬁjaﬁ konsep ya'n'g diaj_ukan oleh Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space, tentang masalah kerjasama internasional untuk maksud-mak-
sud damai (7 _Inter_rli'a'tiphai cooperation on the Peaceful Uses-of Quter Space”)
maka ada dua prinsip vang dapat dipakai sebagai pedoman oleh negara-negara
dalam mengadakan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Pertama, ialah
bahwa,hu!_\cum.intgr_nasion_a}_, termasuk piagam Perserikatan Bangsa Bangsa,
berlaku di ruang angkasa dan terhadap benda angkasa lainnya. Kedua, bahwa
negaréihggarq dapat secara bebas menggunakan dan mengadakan eksplorasi
ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya, tatapi di dalam melakukan
kegjatan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional, dan ruang angkasa
serta benda-benda langit lainnva tidak dapai dijadikan obyek pemilikan

‘Suatu-negara tertentu. Dilihat dari kepentingan pengembangan hukum
Iiﬁgkhﬂgéﬁ'(i_n:etnasional)’maké_ ada suatu keuntungan yang diperoleh dari

padanya yakni bahwa di dalam lingkungan (ruang angkasa) yang baru menjadi_
pusat perhatian masyarakat internasional, sudah ada ketentuan hukum (inter-
sional) yang berlak.
....Memang masalah penting dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan
(vang telah diperluas hingga ruang angkasa) yang terus diperbincangkan ketika
perhatian masyarakat internasional mulai diarahkan ke lingkungan ruang ang-
kasa ialah masalah larangan menempatkan senjata-senjata yang mempunyai-
daya rusak masal di orbit, di stasion dan di benda<benda ‘angkasa lainnya
seperti.yang tertuang di dalam TBNWT 1963 tersebut di atas. Disamping itu, -
maka perkembangan lain yang cukup imenarik ialah sebuah resolusi vang di-”
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.;;memadakan pertentangan vang akan timbu! sehubungan dengan pelestarian
kungan udara ini, terutama menyangkut lokasi, ukuran dan konf;gurasx
dari suatu bandar udara, apabila hal ini dikaitkan dengan suatu daerah yang
sangat padat penduduknya.Ketentuan hukum yang mengatur tentang masalah
ini'sebenarnya dapat. diterapkan, berikut peranan dari organisasi pe:;erbangan
;-_s;pll_ ‘The International Civil Aviation Organization - ICAQ),

e Didalam pasal 44 Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil mlsa}nya
dlkatakan bahwa ICAQ mempunyai peranan nntuk “developed the pr1nc1ples
and techiques of internationl air navigation and ...... foster the planning and
.development. of international air transport.so asto ... meet the needs of
the peoples .of the world, for.safe, regular, efficient and:.economical;air
t;anspert” Dalam menjalankan peranan dari ICAO disadari sepenuhnya
bahwa selalu ada saja dampak lingkungan berkaitan dengan’ kegiatan
pernerbangan yang tidaklepas dari masalah tanggung jawab. Maka itu negara
anggota ICAQ selalu berupaya semaksimal mungkin menjaga keseimbangan
antara pengembangan penerbangan sipil:yang tertib-dan aman di satu-pihak
dan menjaga kualitas lingkungan hidup di lain pihak. Untuk itulah maka
ICAQ selalu mengeluarkan beberapa “guidance material” kepada negara
anggota misalnyva-studi melalui komisi vang ada tentang perencanaan suatu
bandar udara yang berwawasan lingkungan. Untuk itu telah dikeluarkan oleh
ICAO apa vang dinamakan ? Airport- Master Planning Manual” yang mem-
berikan tekanan tentang perencanaan }angka panjang pembangunan bandar
udara {airport’s environment). Yang penting ialah bahwa sudah- di-
kembangkan dan dikeluarkan untuk kepentingan untuk kepentingan-negara
anggota  ICAQO yang - tersebar di seluruh dunia, -apa yang dinamakan
"STANDARD, RECOMMENDED PRACTICES and . PROCEDURES
(SARPS), yang dituang daiam pasal 54 ayat 1 Konvensi Chacago tahun 1944

Manfaai E)eklarasn chkhoim

Pertama~tama yang perlu dlperhatikan di sini ialah bahwa Deklaras:
Stockholm 1972 tentang Asas: Asas Pelestarian dan pengembangan Lingkung-
an Hidup, bukaniah suatu deklarasi tentang-asas-asas hukum lingkungan
Yang terdapat di dalam deklarasi itu hanyalah asas-asas kebijaksanaan, yang
masih perlu dikembangkan lebih lanjut melalui atau dituang ke dalam asag-
asas hukum lingkungan, Walaupun hanya mengandung asas kebijaksanaan,
deklarasi Stockholm tetap mempunyai artl penting yang dapat di pakai sebagai
acuan :di dalam menyusun ketentuan ketentuan hukum Imgkungan ba;k
nasional maupun internasional.

. LAda beberapa asas penting dari deklarasi Stockholm yang secara Jelas
menggamba:kan aspek hukum hngkungan yang perlu dikembangkan selangut-
nya pada tmgkat 'ms,ona} dan internasional. Asas 21 msalnya menjeiaskan
tentang hak berdaulat (soverezgn nght) dari setzap negara untuk mengeksploi-
tasi sumber sumber alamnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan nasional-
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- inya: Tétapi di samping itudijelaskan juga bahwa ada pula tanggung jawab
*tertentu dari negara negara untuk menjamin bahwa kegiataneksploitasi yang
*terjadi di dalam wilayah yurisdiksinya’ atall daerah ‘pengawasannya tidak
.. sampai menyebabkan kerusakan-pada lingkungan negara Jlain"ataukah di--
‘dacrah yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya; Asas ini mengingatkan
*: kita.akan kasus-Selat Corfu sekitar tahun' 1949, perselisihari antara Inggris.
dan‘Albania, di mana Mahkamah Internasional memutuskan dengan rumusan
“yang'sangat menarik "that'a State'was obliged:.... not to allow knowingly -
~lits territoryito be used for acts contrary to the rights ‘of ‘Gther states”. 7.
#/Hal penting lain yang terdapat.di‘dalam asas 22 ialah tentang masalah-
“tanggungjawab dan kompensasi, suatu aspek hitkim yang perlu dikembang- -
‘kan lebihlanjut di dalam hukum lingkupgan nasional dan internasional. Bagi- -
‘an pertama dari.asas 24 menegaskan perlunya kerja sama internasional untuk -
‘mencegah terjadinya pencemaran dan dengan demikian dapat meningkatkan
mutt-lingkungan, o= o ora i e S
RE S_ala_ih satu badan'penting dari PBB yang cukup besar perannys yakni
United Nations Environment Programme (UNEP). Badan itu dibentuk setelah
konferensi Stockholm dengan tugas mengembangkan kerjasama intenasional
«di'bidang lingkungan hidup serta memberikan saran saran untuk maksud kerja
sama tersebut. Salah satu perannya yangsangat penting ialah turur di dalam
mengembangkan hukum lingkungan. Kegiatannya cikup fleksibel oleh karena
badan tersebut berpegang pada dua jenis hukum (lingkungan) yang di dalam
teori'dikenal dengan nama HARD LAW (hukum keras), yakni-hukum yang
disamping harus memiliki persyaratan bentuk seperti Perjanjian Internasionial
dan Perundang-undangan nasional, juga memiliki daya mengikat yang pasti.
Hukum keras (hard law) ini tidak menimbulkan masalah,’ kecuali mengenai
nilaiintrinsiknya, atau tingkat ketaatannya oleh negara-negara pada tingkat
internasional ataupun oleh orang atau badan hukum pada tingkat nagional.
Jenis lainnya ialah SOFT LAW (Hukum Lunak). Jenis ini mémang sangat
menarik untuk dikaji, misalnya suatu resolusi yang mengandung asas hukum
internasional. Hal ini merupakan perkembangan baru oleh karena di dalam
praktek internasional kadang-kadang tingkat ketaatannya melebihi tingkat
ketaatan jenis hukum yang pertama (vakni hukum:Kkeras). Contoh dari apa
yang disebut sebagai “law ‘making resolution”, ‘misalnya Resolution on
Prohibition of the Use of Nuclear Weapons for warr: Purpose, Beclaration . -
on the. Granting -of Independence to Colonial Countries ‘and Peoples;
Declarations of -Legal Principles Governing - Activities of States in the
Exploration and Use of Quter Space, dan masih banyak lagi contoh yang
dapat diberikan. S oo i

‘Dari gambaran singkat ini jelas bahwa Deklarasi Stockholm dipandang
sebagai pembuka jalan dikembangkannya hukum lingkungan yang moderen

baik pada tingkat nasional maupuni pada tingkat internasional. o
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Kepentmgan Indonesia

. T;dak dapat dlsangkal bahwa perkembangan duma dx bidang hngkungan
{hldup} turut mempengaruhi Indonesia yang ikut pula di dalam konferensi
di Stockholm. Nampaknya Indonesja agak ketinggalan dalam pengembangan
huku'm llngkungan karena sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockhoim
»arulah Indone51a memiliki hukum lmgkungan sendiri yakm Undang Undang
No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan Ketentuan pokok pengeloiaan Lingkungan
Hldup Namun antara tahun 1972 dan 1982 telah banyak pula berbagai upaya

pegembangan-hukum lingkungan yang dilakukan dengan Kegiatan meng-
investarisir ketentuan-ketentuan yang lama untuk disesuaikan dengan per-

kembangan yang terjadi. Di samping itu perbuatan ratifikasi berbagai konven-

81 mtemassonal mengenai lingkungan misalaya menunjukkan bahwa Indonesia:

mempunyal kepentingan yang besar terhadap ketentuan konvensi tersebut,
Di dalam lingkungan maritim misalnya implementasi Keputusan Presiden R].
No. 18 tahun 1978 tentang ratifikasi The International Convention on the
Civil Liability of Oil Pollution Damage 1969, dan terakhir ratifikasi Konvensi

Hukum Laut 1982 melalui Undang Undang no. 17 tahun 1985, (di dalam di-

mana diatur juga mengenai masalah lingkungan), menunjukkan bahwa
pengembangan hukum lingkungan internasional senantiasa ada kaitannya
dengan kepennngan Indonesia. Konsekuensi diratifikasinya berbagai konvensi
internasional membawa serta kewajiban untuk segera menyesuaikannya
_melalui ketentuan perundang-undangan nasional. Dengan demikian tidak
memberikan kesan seolah olah diberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada
konvensi internasional sebagai salah satu sumber hukum (lingkungan) inter-
nasional. Atau dengan kata lain, bahwa implementasi berbagai undang undang
dan atau keputusan Presiden, yang dipakai sebagai dasar diratifikasikannya
berbagai konvensi internasional yang menyangkut lingkungan, dailam waktu
dekat akan memberikan petunjuk bahwa walaupun asas asas dan beberapa
isi pentmg Konvensi yang dxangkat untuk dltuang ke dalam bebagai bentuk
perundang-undangan nasional, dengan cara tersebut tetap akan terlihat bahwa

dari :segi ‘igi’ hukum nasmnailah yang berlaku d1 dalam negara Republik

Indonesia. -
Kesimpuian

Dan uraian smgka{ tersebut dapat diambll beberapa kesimpulan sebagai
berikut

1. Hukum Lingkungan Internasional tetap'ékan dikéiﬁbangkan mengikutj
-perkembangan yang terjadi vang dapat memh&nkan manfaat bagi upaya
‘pelestarian lingkungan (hxdup} ‘

2. '?Untuk kepentmg:«m pembahasan' ang‘mendaiam perhu diadakan perbeda-
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internasional.

3. Hukum Lingkungan Internasional (moderen) baru berkembang setelah’ _
“x’perang dunia 1f; khususnya setelak Konferensi ‘Stockholm tahun 1972 .

-+ dengan thema sentral ONE WORLD ONLY, ' BRI
4." Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pandangan
" 'masyarakat internasional dan meljhat lingkungan dalam arti yang lebih. -

as lagi dari pada yang merupakan thema sentral Konferensi Stockholm, -
"ivang perlu dilestariken. ' o

s 5 -:'Késég'é_katan di antara masyarakat internasional untuk tidak melakukan -
. percobaan senjata yang mempunyai daya musnah masal di manapun, ter-

.. maguk senjata nuklir.

6. Deklarasi Stockholm yang mengandung banyak asas kebijaksanaan dapat-
~dipakai sebagai acuan dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan
“hukum lingkungan nasional dan internasional. -
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